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INFORMASI ARTIKEL  ABSTRACT: 
 
 

 In the 2019 general election, many students were disqualified 
and took a stand of apathy towards the interests of the nation 
and the state, because they got information from social media 
whose existence could not be accounted for so it was very 
necessary to carry out political education through civic 
education by utilizing digital literacy. This research aims to 
find out 1) the importance of political education for students 
through civic education courses, 2) political education 
strategies through digital literacy in the learning process, 
and 3) obstacles to political education through digital literacy 
in the learning process. This research uses a qualitative 
approach with a descriptive research method. The data 
collection technique uses interviews, observations, and 
document studies, and the data analysis used is 
interactive. The results showed that the civic education 
course is very effectively used as a vehicle for political 
education for students, considering that the content of the 
material is related to the rights and obligations of citizens, 
the state of law, democracy, and so on. A lecturer's strategy 
in providing political education through digital literacy is 
that lecturers present material related to political education 
by utilizing digital technology, using varied learning 
methods, utilizing political issues that are currently hot to be 
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discussed and analyzed, providing space for students to 
discuss, utilizing social media as a learning medium, and 
providing motivation and inspiration. The obstacles
experienced in the political education process are that some 
students still use their mobile phones to play games, limited 
time in the learning process, limited student knowledge 
related to the technology used, and lack of focus when the 
learning process is carried out online. 
 
ABSTRAK:  

 Pemilihan umum tahun 2019 banyak mahasiswa yang 
golongan putih dan mengambil sikap apatis terhadap 
kepentingan bangsa dan negara, karena mendapatkan 
informasi dari media sosial yang keberannya belum 
bisa dipertanggungjawabkan sehingga sangat perlu 
dilakukan pendidikan politik melalui pendidikan 
kewarganegaraan dengan memanfaatkan literasi 
digital. Penelitian ini memiliki tujuan untuk 
mengetahui 1) pentingnya pendidikan politik bagi 
mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan 
kewarganegaraan, 2) strategi pendidikan politik 
melalui literasi digital dalam proses pembelajaran, dan 
3) kendala pendidikan politik melalui literasi digital 
dalam proses pemebelajaran. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
peneltian deskriptif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi, dan studi 
dokumen serta analisis data yang digunakan adalah 
analisis data interaktif. Pendidikan kewarganegaraan 
sangat penting dan efektif digunakan sebagai wahana 
pendidikan politik bagi mahasiswa, mengingat muatan 
materinya berkaitan dengan hak dan kewajiban warga 
negara, negara hukum, demokrasi dan lain sebagainya. 
Strategi seorang dosen dalam memberikan pendidikan 
politik melalui literasi digital yaitu dosen 
mempresentasikan materi terkait pendidikan politik 
dengan memanfaatkan media digital, menggunakan 
metode pembelajaran yang bervariatif, memanfaatkan 
isu-isu politik yang sedang hangat untuk didiskusikan 
dan dianalaisis, memberikan ruang kepada mahasiswa 
untuk berdiskusi, memanfaatkan media sosial sebagai 
media pembelajaran, dan memberi motivasi dan 
inspirasi. Kendala yang dialami dalam proses 
pendidikan politik yaitu masih ada beberapa 
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mahasiswa yang memanfaatkan ponselnya untuk 
bermain game, keterbatasan waktu dalam proses 
pembelajaran, keterbatan pengetahuan mahasiswa 
terkait teknologi yang digunaka, dan kurang fokus 
ketika proses pembelajaran dilakukan secara daring. 

 
 

PENDAHULUAN 

Pemilihan umum tahun 2024 
merupakan suatu kontestasi politik 
yang sangat penting bagi masa depan 
rakyat Indonesia untuk memilih 
pemimpin bangsa Indonesia terutama 
Presiden dan Wakil Presiden. 
Pemilihan umum tahun 2024 seiring 
berjalannya waktu semakin dekat, 
sehingga perlu adanya suatu gerakan 
secara massal, baik dari pemerintah, 
penyelenggara dan pengawas 
pemilihan umum, masyarakat dan 
lain sebagainya dalam rangka untuk 
meyukseskan pemilihan umum 
tersebut. Pemilihan umum menurut 
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 17 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
menjelaskan bahwa “Pemilihan  
umum  yang  selanjutnya  disebut  
Pemilu  adalah  sarana  kedaulatan 
rakyat   untuk   memilih   anggota   
Dewan   Perwakilan   Rakyat,   anggota   
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 
dan Wakil Presiden, dan untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  
secara  langsung,  umum,  bebas, 
rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  

Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  
berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945”. Di sisi lain, 
meskipun Indonesia adalah negara 
yang beragam atau multikultural, 
namun setiap warga negara memiliki 
hak yang sama dan tidak membatasi 
setiap warga negara untuk menajdi 
peserta pemilihan umum (Nuryadi, 
Zamroni, and Suharno 2020). 

Pemilihan umum pada dasarnya 
dapat dimaknai sebagai bentuk upaya 
untuk mewujudkan suatu relasi yang 
demokratis antara warga negara 
dengan negara atau pemerintah, 
mengingat Indonesia adalah negara 
yang menganut sistem politik 
demokrasi, yang kedaulatan tertinggi 
di dipegang oleh rakyat (Bachmid 
2020). Pemilihan umum tahun 2024 
mendatang akan dilaksanakan secara 
serentak, seperti halnya di pemilihan 
umum tahun 2019. Sosialisasi 
pemilihan umum 2019 sebagai 
pendidikan politik dilakukan oleh 
berbagai pihak (pemerintah, partai 
politik, dan lembaga swasta) sebelum 
diselenggarakannya pemilihan umum 
2019. Sosialisasi pemilihan umum 



 

189 
 http://doi.org/10.31800/jtp.kw.v11n1.p186--205 

merupakan suatu proses dalam 
membentuk dan mengembangkan 
kompetensi kewarganegaraan bagi 
setiap warga negara sehingga dapat 
memhami hak dan kewajibannya 
sebagai warga negara (Aprilia and 
Azmi 2021).  

Sosialisasi pemilihan umum pada 
dasarnya merupakan salah satu 
bentuk pendidikan politik. 
Pendidikan politik sendiri merupakan 
suatu proses pembelajaran yang 
berusaha untuk memberikan 
pemahaman terkait hak dan 
kewajiaban sebagai warga negara 
(Hardian et al. 2021). Adanya 
sosialisasi pemilihan umum tahun 
2019 seharusnya tingkat partisipasi 
politik dalam pemilihan umum 
semakin meningkat dan golongan 
putih semakin rendah. Golongan 
putih adalah orang yang tidak 
menggunakan hak pilihnya dalam 
proses pemilihan umum, baik yang 
disengaja maupun tidak sengaja 
(Yuliono 2013). Namun tingkat 
golongan putih pada pemilihan 
umum tahun 2019 masih tergolong 
tinggi, apabila dibandingkan dengan 
pemilihan umum sebelumnya yang 
tergolong menurun. Berdasarkan data 
dari Lingkar Survei Indonesia, angka 
golongan putih dalam pemilihan 
umum tahun 2019 masih tergolong 
tinggi, meskipun apabila 
dibandingkan dengan pemilihan 

umum sebelumnya angka golongan 
putih sudah menurun. Golongan 
putih dalam pilpres tahun 2019 
mencapai angka 19,27 persen, 
sedangkan di dalam pileg tahun 2019 
mencapai angka 30,05 persen (Safitri 
2019). Angka golongan putih tersebut 
sebenarnya sebagai dasar bagi 
pemerintah, penyelenggara pemilihan 
umum (KPU), dan lain sebagainya 
untuk bahan evaluasi untuk 
menyusun strategi memberikan 
sosialisasi kepada masyarakat agar 
angka golongan putih tersebut dapat 
menurun bahkan hingga tidak ada 
yang golongan putih.  

Pemilihan umum tahun 2024 
mendatang diprediksi pemilih pemula 
atau generasi milenial yang di dalam 
kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas 
dengan ponselnya. Saat ini sebagian 
besar generasi milenial sedang 
menempuh pendidikan di perguruan 
tinggi atau mahasiswa yang memiliki 
permasalahan terkait pemilihan 
umum karena mudah dipengaruhi 
dengan isu-isu yang kebenarannya 
masih diragukan melalui media sosial 
(Ahmad, Alvi, and Ittefaq 2019).  Ada 
beberapa permasalahan bagi 
mahasiswa sebagai pemilih pemula 
yaitu pemilih pemula merupakan 
orang yang labil dan emosional 
sehingga mudah dipolitisasi oleh elit 
politik, dijadikan sebagai komoditas 
politik untuk mendongkrak 
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elektabilitas dalam pemilihan umum, 
mudah dimobilisasi oleh elit politik, 
dan banyak yang apatis terhadap 
kepentingan negara sehingga 
golongan putih dalam pemilihan 
umum (Azirah 2019). Di sisi lain, saat 
ini adalah era digital yang 
memudahkan segala kalangan untuk 
mengakses informasi melalui internet 
khususnya media sosial (Pratiwi and 
Purnama 2022). Mahasiswa sendiri 
merupakan generasi yang tidak bisa 
lepas dengan ponselnya (Ekayana 
2022), sehingga sangat mudah 
dipolitisasi oleh elit politik melalui 
media sosial. Permasalahan terebut 
harus segera diantisipasi agar 
pemilihan umum 2024 mendatang 
berjalan dengan aman dan kondusif 
serta angka golongan putih semakin 
rendah. 

Mahasiswa merupakan pemuda 
yang idealis dan mendapatkan 
pendidikan dari perguruan tinggi 
yang seharusnya lebih memahami hak 
dan kewajibannya sebagai warga 
negara sehingga tidak mudah 
dipolitisasi oleh elit politik terutama 
ketika akan diselenggarakannya 
pemilihan umum, namun banyak data 
yang menunjukkan mahasiswa 
mudah dipengaruhi oleh elit politik 
sehingga melakukan tindakan yang 
melawan hukum (Anggraeni and 
Adrinoviarini 2020). Proses 
pembelajaran di perguruan tinggi 

merupakan wahana pendidikan 
politik yang sangat efektif untuk 
memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa terkait hak dan kewajiban 
sebagai warga negara khususnya 
melalui mata kuliah pendidikan 
kewarganegaraan. Mata kuliah 
tersebut merupakan mata kuliah wajib 
yang harus diberikan kepaa 
mahasiswa di semua program studi 
(Nuryadi and Widiatmaka 2022).  

Pendidikan politik melalui 
pendidikan kewarganegaraan dengan 
memanfaatkan literasi digital menjadi 
sangat penting terutama untuk 
memudahkan dalam memberikan 
pemahaman kepada mahasiswa 
terkait hak dan kewajibannya sebagai 
warga negara. Di sisi lain, peran 
literasi dalam hal ini sangat penting 
bagi mahasiswa (Dewi, Sumarno, and 
Susarno 2022), mengingat banyak 
mahasiswa yang mudah terpengaruh 
dengan informasi yang kebenarannya 
tidak bisa dipertanggungjawabkan 
(berita hoax) terutama melalui media 
sosial (Widiatmaka and Shofa 2022). 
Hal ini memiliki arti bahwa literasi 
digital memiliki peran yang sangat 
penting untuk meningkatkan 
pemahaman kepada mahasiswa 
terkait hak dan kewajiban sebagai 
warga negara. literasi digital adalah 
kemampuan dalam memanfaatkan 
teknologi digital, untuk menemukan, 
memanfaatkan, melakukan evaluasi, 
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dan berkomunikasi terkait informasi, 
dengan kompetensi kognitif maupun 
teknikal (Wahyudi 2021). 

Berdasarkan observasi awal di 
lapangan banyak mahasiswa 
Universitas Sebelas Maret yang 
mudah terpengaruh dengan informasi 
yang kebenarannya belum bisa 
dipertanggungjawabkan (berita hoax), 
sehingga banyak mahasiswa bersikap 
apatis terhadap kepentingan negara, 
terutama ketika berkembangnya 
berita hoax Jokowi yang 
menginginkan untuk melanjutkan tiga 
periode demi proyek infrastruktur 
nasional, hal tersebut dapat berpotensi 
di pemilihan umum 2024 para 
mahasiswa mengambil langkah untuk 
menjadi golongan putih. Berita hoax 
tersebut ternyata dapat 
mempengaruhi pandangan 
mahasiswa terkait adanya oknum 
pejabat pemerintah yang hanya lebih 
mementingkan kepentingan 
kelompoknya dari pada kepentingan 
rakyat. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa literasi mahasiswa masih 
kurang sehingga mudah terpengaruh 
dengan berita hoax. 

Penelitian terdahulu pernah 
dilakukan oleh Rahman pada tahun 
2018 yang mengkaji tentang konsep 
dasar pendidikan politik bagi pemilih 
pemula melalui pendidikan 
kewarganegaraan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pendidikan 
kewarganegaraan memiliki peran 
yang sangat penting sebagai 
pendidikan politik bagi pemilih 
pemula untuk memberikan 
pemahaman terkait hak dan 
kewajiban sebagai warga negara 
sehingga pemilih pemula tersebut 
dapat melakukan partisipasi politik 
secara maksimal (Rahman 2018). 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 
Juwandi dkk pada tahun 2019 yang 
mengkaji terkait media sosial sebagai 
sarana pendidikan politik untuk 
mengembangkan literasi digital warga 
negara. Hasil penelitian menunjukkan 
media sosial sangat efektif untuk 
pendidikan politik, meskipun 
terkadang dimanfaatkan oleh orang 
yang tidak bertanggung jawab 
terutama ketika akan diselenggarakan 
pemilihan umum tahun 2019. Namun, 
pada dasarnya media sosial dapat 
meningkatkan partisipasi politik 
generasi muda yang merupakan 
pemilih pemula (Juwandi, Nurwahid, 
and Lestari 2019).  

Kedua penelitian tersebut 
memiliki perbedaan dengan penelitian 
ini, penelitian yang dilakukan 
Rahman tidak mengkaji tentang 
literasi digital, seangkan penelitian 
yang dilakukan oleh Juwandi dkk, 
tidak mengkaji tentang pembelajaran 
pendidikan kewarganegaraan, 
sehingga penelitian sangat penting 
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untuk dilakukan mengingat 
pentingnya pendidikan politik melalui 
literasi digital dalam pembelajaran 
pendidikan kewarganegaraan. 
Melalui pendidikan politik setiap 
mahasiswa dapat memahami hak dan 
kewajibannya sebagai warga negara 
Indonesia sehingga dapat menjadi 
warga neagra yang baik dan cerdas. 
Selain itu, mengingat pemilihan 
umum tahun 2024 semakin mendekat 
sehingga pendidikan politik dapat 
memberikan sumbangsih untuk 
meningkatkan partisipasi politik bagi 
mahasiswa. 

Penelitian ini memiliki beberapa 
tujuan yaitu untuk mengetahui bahwa 
pendidikan kewarganegaraan sebagai 
wahana pendidikan politik, strategi 
dosen pendidikan kewarganeagraan 
dalam memberikan pendidikan politik 
melalui literasi digital, dan kendala 
yang dialami oleh dosen pendidikan 
kewarganegaraan dalam memberikan 
pendidikan politik melalui literasi 
digital. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dan metode 
penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian deskriptif. 
Penelitian dilakukan di beberapa 
program studi di lingkungan 
Universitas Sebelas Maret, yaitu 

Program studi D-3 Kebidanan, D-3 
Manajemen Pemasaran, dan di 
Agroteknologi, kemudian obyek 
penelitian dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa yang mengambil mata 
kuliah umum pendidikan 
kewarganegaraa. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian 
ini ialah wawancara mendalam (2 
Dosen mata kuliah pendidikan 
kewarganegaraan dan 6 mahasiswa 
yang sudah mengambil mata kuliah 
Pendidikan Kewarganegaraan), 
observasi (proses pembelajaran dan 
interaksi antar mahasiswa di program 
studi D-3 Kebidanan, D-3 Manajemen 
Pemasaran, dan di Agroteknologi), 
dan studi dokuem (Rencana 
Pembelajaran Semester mata kuliah 
Pendidikan Kewarganegaraan, artikel 
jurnal, proseding, buku, berita online, 
dan lain sebagainya).  

Penelitian terkait penguatan 
pendidikan politik melalui literasi 
digital ini menggunakan trianggulasi 
metode, sehingga peneliti mengecek 
data dari wawancara, observasi dan 
studi dokumen, hasilnya data-data 
tersebut selaras dan tidak ada yang 
bertentangan antara data dari 
wawancara dengan data dari 
observasi dan studi dokumen. 

Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis data 
interaktif. Langkah-langkah di dalam 
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penelitian yaitu pengumpulan data, 
kondensasi data, penyajian data, dan 
melakukan penarikan kesimpulan 
(Miles, Huberman & Saldana 2014). 
Langkah-langkah analisis data dalam 
penelitian ini, apabila mengacu pada 
analisis data interaktif, yaitu 1) 
pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi dan studi 
dokumen, 2) melakukan pemilahan 
data atau memberi kode pada setiap 
data terutama data yang dibutuhkan, 
3) menyajikan data yang sudah diberi 
data untuk dilakukan analisis, dan 4) 
setelah dilakukan analisis data, maka 
dilakukanlah penarikan kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pentingnya Pendidikan Politik 
Melalui Pendidikan 
Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa  

Pendidikan politik merupakan 
salah satu implementasi dari 
pendidikan politik, selain itu 
pendidikan politik juga memiliki 
beberapa fungsi untuk memajukan 
kesejahteraan masyarakat Indonesia, 
1) sebagai sarana untuk membangun 
karakter bangsa, 2) sebagai sarana 
untuk membangun kesadaran 
masyarakat untuk berpolitik, 3) 
sebagai sarana untuk membentuk 
kader partai politik, sehingga partai 
politik memiliki kader yang 
berkualitas dan berintegritas, 4) 

sebagai sarana untuk internalisasi 
ideologi Pancasila (Nurdiansyah 
2015). Pada dasarnya pendidikan 
politik sangat penting 
diimplementasikan di dalam proses 
pembelajaran mata kuliah pendidikan 
kewarganegaraan untuk membangun 
generasi muda yang aktif dalam 
membangun kesejahteraan 
masyarakat dan memiliki karakter 
Pancasila. Berdasarkan wawancara 
dengan dosen yang mengampu mata 
kuliah pendidikan kewarganegaraan 
di Universitas Sebelas Maret 
(Nuryadi) menunjukkan bahwa peran 
dosen dalam melakukan pendidikan 
politik sangat penting, mengingat 
Indonesia di tahun 2024 akan 
menyelenggarakan pemilihan umum, 
pendidikan kewarganegaraan sangat 
efektif difungsikan sebagai 
pendidikan politik karena materi di 
dalammnya selalu berkaitan dengan 
hak dan kewajiban warga negara 
Indonesia. Literasi digital sendiri 
merupakan media pembelajaran 
sangat penting karena mahasiswa saat 
ini termasuk generasi milenial yang 
waktunya dihabiskan untuk 
mengakses informasi melalui ponsel, 
baik media sosial atau yang lainnya. 
kuncinya pendidikan politik bagi 
mahasiswa dengan memanfaatkan 
media literasi digital sangat efektif, 
dan harapannya tingkat golongan 
putih di pemilihan umum 2024 
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mendatang bisa menurun secara 
drastis dan dapat mengantisipasi 
terjadinya korupsi di Indoensia, 
politik uang dan politisasi SARA. 

Hasil survey dari Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia menunjukkan 
di dalam pemilihan umum tahun 2019 
diperoleh data bahwa 40% 
Masyarakat Indonesia menerima uang 
(amplop) dari peserta kontestasi 
pemilihan umum 2019 dan 37% 
masyarakat Indonesia mengakui 
untuk menerima uang tersebut dan 
memutuskan untuk memilih peserta 
pemilihan umum yang memberikan 
uang (Pahlevi and Amrurobbi 2020). 
Berdasarkan pengalaman di dalam 
pemilihan umum di tahun 2019 
menunjukkan bahwa pendidikan 
politik sangat penting dan harus 
dilakukan oleh setiap guru dan dosen 
untuk membangun generasi muda 
yang aktif dalam berpartisipasi politik, 
berkarakter dan mengutamakan 
kepentingan bersama dari pada 
kepentingan pribadi. Metode 
pendidikan politik dapat melalui 
berbagai cara dan dapat dibagi 
menjadi tiga macam cara untuk 
mengimplementasikan pendidikan 
politik, yaitu pendidikan politik 
melalui pendidikan formal, 
pendidikan informal, dan pendidikan 
non-formal (Handoyo and Lestari 
2017). Bagi mahasiswa pendidikan 
politik dapat dilakukan melalui 

pendidikan formal atau melalui mata 
kuliah tertentu, sehingga pendidikan 
politik sangat efektif 
diimplementasikan melalui mata 
kuliah pendidikan kewarganegaraan. 

Pendidikan kewarganegaraan 
merupakan mata kuliah umum yang 
wajib diberikan oleh setiap mahasiswa 
di seluruh program studi di Indonesia, 
karena Undang-Undang No. 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional mengamantkan pendidikan 
kewarganegaraan adalah mata kuliah 
wajib (Widiatmaka and Purwoko 
2021). Pendidikan kewarganegaraan 
sendiri selalu berusaha untuk 
mengembangkan komptensi 
mahasiswa, yaitu civic knowledge 
(pengetahuan kewarganeagraan), civic 
skills (keterampilan 
kewarganegaraan), dan civic 
disposition (kepribadian atau karakter 
kewarganegaraan) (Winarno et al. 
2020). Selain itu, pendidikan 
kewarganegaraan dapat difungsikan 
sebagai pendidikan politik untuk 
meningkatkan pemahaman 
mahasiswa terkait hak dan kewajiban 
sebagai warga negara serta dapat 
meningkatkan partisipasi politik bagi 
mahasiswa. Pendidikan politik adalah 
suatu kegiatan atau ektifitas yang 
bertujuan untuk membentuk orientasi 
politik dan moral di dalam diri setiap 
orang sehingga dapat berpartisipasi 
dengan maksimal terkait kepentingan 
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masyarakat dan negara (Dewantara et 
al. 2019).Pemahaman politik bagi 
mahasiswa melalui mata kuliah 
Pendidikan Kewarganegaraan 
merupakan kajian tentang demokrasi 
politik (Winarno 2019). Hal ini 
menunjukkan bahwa melalui 
pendidikan politik, diharapkan 
menjadi warga negara yang 
demokratis yang memahami hak dan 
kewajiban serta memahami sesuatu 
yang boleh dilakukan dan dilarang 
oleh aturan. 

Pentingnya pendidikan politik 
pada generasi penerus bangsa 
khususya mahasiswa yaitu untuk 
meningkatkan tingkat kesadaran 
politik. Seseorang semakin cepat 
mendapat pendidikan politik, maka 
semakin tinggi kesadaran politiknya 
untuk berpartisipasi dan bertanggung 
jawab sebagai warga negara yang 
baik. Pendidikan politik pada 
dasarnya memiliki peran yang besar 
dalam mendidik generasi muda agar 
mendapatkan pemahaman yang baik 
dari segi konsep dan implementasi 
terkait politik (Rahman and Suharno 
2020). Berdasarkan wawancara 
dengan Dita Hairani (mahasiswa dari 
program studi D-3 Kebidanan) dan 
Andi Dewantara (mahasiswa D-3 
Manajemen Pemasaran) menunjukkan 
bahwa pendidikan politik bagi 
generasi muda sangat penting dan 
harus dilakukan secara 

berkesinambungan dan proses 
pendewasaan warga negara tidak 
terputus sehingga generasi muda 
memahami hak dan kewajiban sebagai 
warga negara serta partisipasi politik 
semakin meningkat. Pendidikan 
politik melalui mata kuliah 
pendidikan kewarganegaraan sangat 
efektif dan penting mengingat banyak 
materi yang terkait hak dan kewajiban 
sebagai warga negara, peraturan 
perundang undangan, identitas 
nasional dan lain sebagainya. Selain 
itu, adanya perkembangan teknologi 
pendidikan politik melalui 
pendidikan kewarganegaraan tidak 
hanya dilakukan di dunia nyata saja. 
Hal ini mendorong banyak orang 
khususnya mahasiswa untuk selalu 
mengembangkan kemampuan digital 
agar dapat memanfaatkan secara 
efisien teknologi digital yang 
perubahannya sangat dinamis 
khususnya literasi (Kirchoff 2017). 

Pendidikan politik di perguruan 
tinggi pada dasarnya tidak bisa lepas 
dari mata kuliah pendidikan 
Kewarganegaraan karena pendidikan 
politik terintegrasi di dalam mata 
kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 
Peran mata kuliah pendidikan 
kewarganegaraan untuk membentuk 
mahasiswa menjadi warga negara 
yang baik dan cerdas, sehingga 
kompetensi yang dibangun di dalam 
proses pembelajaran tersebut ialah 
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pengetahuan kewarganegaraan, 
keterampilan kewarganegaraan, dan 
sikap atau karakater 
kewarganegaraan. Melalui 
pembelajaran tersebut diharapkan 
setiap mahasiswa dapat berpartisipasi 
sebagai warga negara yang baik dan 
cerdas di dalam pembentukkan 
peraturan perundang-undangan, 
pemilihan umum, dan lain 
sebagainya. Hal tersebut perlu 
dilakukan oleh setiap warga neagra 
khususnya maahsiswa karena dengan 
adanya partisipasi politik, karena akan 
berimplikasi pada kualitas demokrasi 
di Indonesia. 

 

Strategi Dosen dalam Memberikan 
Pendidikan Politik Melalui Literasi 
Digital 

Pendidikan politik melalui 
pendidikan kewarganegaraan apabla 
memanfaatkan media pembelajaran 
yang berbasis digital. Literasi menjadi 
permasalahan bagi seluruh 
masyarakat di Indoensia khususnya 
mahasiswa sehingga dengan 
memanfaatkan teknologi digital dapat 
meningkatkan literasi mahasiswa. 
Hasil penelitian dari Pusat Penelitian 
Kebijakan Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan pada 
tahun 2019 menunjukan Indeks literasi 
di Indonesia secara nasional masih 

tergolong rendah, sedangkan indeks 
literasi di tingkat Provinsi yaitu ada 9 
(sembilan) Provinsi tergolong sedang 
dan ada 24 (dua puluh empat) 
Provinsi yang tergolong masih rendah 
serta ada 1 (satu) Provinsi masih 
sangat rendah (Papua, Papua Barat 
dan Kalimantan Barat (Kemendikbud 
2019). Berdasarkan fenomena tersebut 
menunjukkan bahwa literasi digital 
menjadi solusi dan sarana yang sangat 
penting untuk meningkatkan indeks 
literasi di Indonesia khususnya bagi 
mahasiswa, menginggat mahasiswa 
adalah generasi milenial yang tidak 
bisa lepas dengan teknologi internet 
terutama mengakses informasi 
melalui media sosial dengan 
ponselnya.  

Pendidikan kewarganegaraa 
sebagai wahana pendidikan politik 
memiliki tujuan untuk membangun 
mahasiswa menajdi warga negara 
yang baik dan cerdas, yang memiliki 
hubungan dengan literasi digital 
sehingga kriteria warga negara yang 
diharapkan oleh pendidikan 
kewarganegaraan ialah 1) memiliki 
tingkat literasi digital yang tinggi yang 
berkaitan dengan fenomena sosial-
kemasyarakatan, 2) aktif dalam 
berpartisipasi dalam berbagai 
kegiatan sosial-kemasyarakatan, 
termasuk memberikan saran dan 
masukan terhadap kebijakan publik, 
3) bersikap kritis terhadap fenomena 
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sosial berdasarkan data dan fakta, 4) 
memiliki sikap kepedulian terhadap 
permasalahan masyarakat, sehingga 
bisa berkontribusi untuk 
menyelesaikan segala permasalahan 
masyarakat (Rahmayanti 2020). 
Literasi digital sangat dibutuhkan 
mahasiswa agar memiliki sikap kritis 
dalam menyikapi informasi dan 
interaksi, sehingga tidak terpengaruh 
dengan sesuatu yang belum jelas 
kebenarannya terutama isu-isu politik 
terutama pemilihan umum. Pada 
dasarnya literasi digital merupakan 
gerakan melek media yang bertujuan 
untuk meberikan kontrol dalam 
berinteraksi melalui teknologi digital. 
Mahasiswa yang memiliki literasi 
digital yang baik akan memiliki filter 
atau kontrol terhadap informasi yang 
berasal dari media online (Breakstone 
et al. 2018).  

Peran dosen dalam penguatan 
literasi digital mahasiswa sangat 
penting, sehingga seorang dosen 
harus menguasai kompetensi 
kepribadian, pedagogik, profesional, 
dan sosila, namun yang terpenting 
adalah seorang dosen harus mampu 
memanfaatkan atau mengoperasikan 
teknologi digital, seperti media sosial. 
Berdasarkan observasi di dalam 
proses pembelajaran mata kuliah 
Pendidikan Kewarganegaraan di 
program studi Agroteknologi dan D-3 
Kebidanan menunjukkan proses 

pembelajaran mata kuliah pendidikan 
kewarganegaraan menunjukkan 
dosen dalam memberikan pendidikan 
politik kepada mahasiswa 
menggunakan metode pembelajaran 
yang bervariatif salah satunya ialah 
problem solving dan memanfaatkan 
media pembelajaran berbasis digital 
(Google Scholar, Facebook, Youtube, 
Instagram dan lain sebagainya).  

Dosen memulai dengan 
mempresentasikan terkait konsep-
konsep pendidikan politik yang 
diiringi dengan tanya jawab dengan 
mahasiswa, selanjutnya dosen 
menyajikan isu-isu fenomena politik 
yang sedang hangat (kontestasi 
pemilihan umum tahun 2024). 
Kemudian mahasiswa di bagi menajdi 
beberapa kelompok untuk 
menganalisis isu tersebut dengan cara 
mendiskusikannya dengan rekan 
mahasiswa dan memanfaatkan 
literatur-literatur yang bisa diakses 
melalui ponsel (media sosial dan 
google scholar), yang dimiliki masing-
masing mahasiswa. Setelah setiap 
kelompok mendiskusikan dan 
menganalisisnya, kemudian setiap 
kelompok mempresentasikan hasil 
analisisnya.  

Mahasiswa yang berusaha 
menganalisis dengan teori-teori yang 
sudah dipelajari melalui jurnal ilmiah 
yang diperoleh dari google scholar dan 
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media sosial pada dasarnya tidak 
mudah terpengaruh dengan isu-isu 
politik yang sedang hangat, seperti isu 
terkait perpanjangan periode masa 
jabatan Presiden dan wakil presiden. 
Mahasiswa yang memiliki literasi 
yang kuat setelah mengambil mata 
kuliah pendidikan kewarganegaraan 
tidak mudah terpengaruh dengan isu-
isu tersebut, mengingat mahasiswa 
tersebut memahami dasar peraturan 
(konstitusi) mengenai masa jabatan 
Presiden dan Wakil Presiden. Hal 
tersebut selaras dengan teori yang 
disampaikan oleh Yuniarto dan Yudha 
yang menjelaskan bahwa media 
pembelajaran di era digital yang 
efektif adalah media sosial yang sudah 
sangat familiar di mahasiswa yang 
merupakan generasi milenial. Media 
sosial adalah media pembelajaran 
yang efektif dan relevan untuk 
mendidik mahasiswa, media sosial 
sebagai media pembelajaran dan 
pengawasan mahasiswa adalah 
langkah yang efektif dan efisien 
mengingat mahasiswa saat ini lebih 
banyak menghabiskan waktunya 
dengan dunia maya dari pada dunia 
nyata (Yuniarto and Yudha 2021). 

Berdasakan studi dokumen dalam 
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 
yang digunakan oleh dosen mata 
kuliah pendidikan kewarganegaraan 
menunjukkan bahwa di dalam 
capaian pembelajaran lulusan dan 

bahan kajian sangat berkaitan dengan 
pendidikan politik serta metode dan 
media pembelajaran yang digunakan 
ialah berbasis pada teknologi, dengan 
memanfaatkan media sosial. Bahan 
kajian di dalam Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS) seperti negara hukum, 
konstitusi, hak dan kewajiban warga 
negara, sistem politik demokrasi dan 
lain sebagainya. Pengetahuan terkait 
hal tersebut merupakan salah satu 
tujuan pendidikan politik, seperti 
yang diungkapkan oleh  Kansil, yang 
memaparkan bahwa tujuan 
pendidikan politik adalah untuk 
membangun generasi muda bangsa 
Indoneisa yang mengetahui secara 
teori dan sadar akan hak dan 
kewajibannya serta kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara  yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945, hal tersebut 
sebagai bentuk usaha untuk 
melahirkan manusia Indonesia yang 
seutuhnya, perwujudannya dapat 
dilihat dari pengetahuan, sikap, dan 
perilaku dalam hidup bermasyarakat, 
berbangsa dan berneagara (Pasaribu 
2017). 

Berdasarkan wawancara dengan 
mahasiswa Alfian dan Danis 
(Mahasiswa Agroteknologi) 
menunjukkan bahwa peran dosen 
sangat penting di dalam proses 
pembelajaran terutama dalam 
memberikan pendidikan politik 
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melalui literasi digital, setelah 
memperoleh mata kuliah pendidikan 
kewarganegaraan dengan 
memanfaatkan media sosial, 
mahasiswa terlihat sangat berantusias 
untuk belajar dan mudah memahami 
materi yang diberikan oleh dosen 
sehingga dapat mudah memahami 
terkait hak dan kewajiban, sistem 
politik demokrasi, negara hukum dan 
lain sebagainya. Pendidikan politik 
melalui litersi digital dalam mata 
kuliah pendidikan politik sangat 
efektif dan efisein.    

Strategi seorang dosen mata 
kulian pendidikan kewarganegaraan 
dalam memberikan pendidikan politik 
melalui literasi digital yaitu dosen 
mempresentasikan materi terkait 
pendidikan politik dengan 
memanfaatkan teknologi digital, 
menggunakan metode pembelajaran 
yang bervariatif, memanfaatkan isu-
isu terkait politik yang sedang hangat 
untuk didiskusikan dan dianalaisis 
bersama mahasiswa, memberikan 
ruang kepada mahasiswa untuk 
berdiskusi, memanfaatkan google 
scholar, Facebook, Instagram, Youtube 
dan lain sebagainya sebagai media 
pembelajaran, dan memberi stimulus 
kepada mahasiswa agar mahasiswa 
tidak ragu dalam menyampaikan 
pendapatnya. 

 

Kendala Dosen dalam Memberikan 
Pendidikan Politik Melalui Literasi 
Digital 

Proses pembelajaran di dalam 
mata kuliah pendidikan 
kewarganegaraan dalam memberikan 
pendidikan politik melalui literasi 
digital memiliki kendala, sehingga hal 
ini membuat proses pembelajaran 
tidak maksimal. Berdasarkan 
wawancara dengan Widiatmaka 
dosen yang mengampu mata kuliah 
pendidikan kewarganeagraan 
menunjukkan bahwa masih ada 
beberapa mahasiswa yang hanya 
memanfaatkan ponselnya saja 
(smartphone), sehingga terkadang di 
dalam proses pembelajaran 
mahasiswa tidak fokus untuk belajar 
dan selalu mengakses Watshapp, 
bermain game terkadang ada yang 
melakukan judi online. Apabila semua 
mahasiswa menggunakan laptop, 
maka proses pembelajaran dapat 
berjalan dengan maksimal karena 
semua bisa fokus terhadap materi, 
selain itu pengetahuan beberapa 
mahasiswa terbatas terkait media 
yang bisa digunakan untuk penguatan 
literasi digital, yaitu hanya ponsel, 
laptop, dan computer saja.  Hal 
tersebut relevan dengan ungkapan 
dari Kennedy dkk terkait keterbatasan 
pengetahuan mahasiswa terkait 
literasi digital yaitu kesadaran 
masyarakat khususnya peserta didik 
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terkait literasi digital terbatas pada 
penggunaan produk digital, seperti 
ponsel, tablet, komputer, dan hanya 
beberapa aplikasi pendukung 
(Kennedy et al. 2008). Di bidang 
pendidikan teknologi, sub disiplin 
literasi digital meliputi berbagai 
macam literasi yaitu literasi media, 
literasi teknologi, literasi informasi, 
literasi computer, literasi visual, dan 
literasi komunikasi (Goodfellow 2011). 

Kendala selanjutnya yang dialami 
dosen menurut wawancara dengan 
Nuryadi dosen mata kuliah 
pendidikan kewarganegaraan adalah 
keterbatasan waktu, mengngat 
banyak yang harus materi yang harus 
disampaikan kepada mahasiswa dan 
didiskusikan dengan mahasiswa, 
namun hanya diberi waktu 16 (enam 
belas) pertemuan dikurangi dengan 2 
(dua) pertemuan untuk ujian tengah 
semester dan ujian akhir semester. 
Pembelajaran jarak jauh juga menjadi 
suatu kendala bagi dosen dalam 
memberikan pendidikan politik pada 
mahasiswa, karena apabila 
menggunakan aplikasi Goggle Meet 
atau Zoom Meeting terkadang 
beberapa mahasiswa kurang serius 
menigkuti proses pembelajaran, 
dengan mematikan kamera dan 
apabila dipanggil dosen tidak 
merespon. Selanjutnya berdasarkan 
keterangan dari mahasiswa program 
studi Agroteknologi (Anggi dan 

Resvan) menunjukkan bahwa masih 
banyak mahasiswa tidak 
menindaklanjuti materi yang sudah 
dipelajari dan didiskusikan di dalam 
proses pembelajaran sehingga 
pertemuan selanjutnya dosen harus 
mengulang untuk menjelaskan materi 
yang sudah dipelajari di pertemuan 
sebelumnya. Hal ini berdampak pada 
habisnya waktu di dalam proses 
pembelajaran, hanya untuk 
mengulang-ngulang materi. Kendala 
tersebut relevan dengan ungkapan 
yang disampaikan oleh Widiatmaka 
yaitu keterbatasan waktu dalam 
proses pembelajara sering menjadi 
kendala seorang dosen dalam proses 
pembelajaran sehingga, meskipun 
tujuan pembelajaran dapat tercapai 
namun masih kurang maksimal 
(Widiatmaka 2016). 

Dosen mata kuliah pendidikan 
kewarganegaraan dalam memberikan 
pendidikan politik melalui literai 
digital memiliki beberapa kendala 
yaitu dalam proses pembelajaran 
masih ada beberapa mahasiswa yang 
memanfaatkan ponselnya untuk 
bermain game dan chatingan dengan 
teman luar kampus, keterbatasan 
waktu dalam proses pembelajaran 
mengingat banyak materi yang harus 
dipelajari dan didiskusikan, 
keterbatan pengetahuan mahasiswa 
terkait teknologi yang digunaka untuk 
penguatan literasi digital, dan kurang 



 

201 
 http://doi.org/10.31800/jtp.kw.v11n1.p186--205 

fokus ketika proses pembelajaran 
dilakukan dengan jarak jauh (daring). 

 

SIMPULAN 

Pemilihan umum tahun 2019 
menunjukkan bahwa banyak 
mahasiswa yang merupakan pemilih 
pemula yang golongan putih, 
sehingga hal ini sangat perlu 
dilakukan pendidikan politik kepada 
mahasiswa melalui mata kuliah 
pendidikan kewarganegaraan dengan 
memanfaatkan literasi digitial, 
mengingat pemilihan umum 2024 
semakin dekat. Mata kuliah 
pendidikan kewarganegaraan pada 
sangat efektif dimanfaatkan sebagai 
wahana pendidikan politik bagi 
mahasiswa, mengingat muatan materi 
di dalamnya berkaitan dengan hak 
dan kewajiban warga negara, negara 
hukum, demokrasi dan lain 
sebagainya. Strategi seorang dosen 
dalam memberikan pendidikan politik 
melalui literasi digital yaitu dosen 
mempresentasikan materi terkait 
pendidikan politik dengan 
memanfaatkan teknologi digital, 
menggunakan metode pembelajaran 
yang bervariatif, memanfaatkan isu-
isu terkait politik yang sedang hangat 
untuk didiskusikan dan dianalaisis 
bersama mahasiswa, memberikan 
ruang kepada mahasiswa untuk 
berdiskusi, memanfaatkan Google 

Scholar, Facebook, Youtube, Twitter, 
Instagram dan lain sebagainya sebagai 
media pembelajaran, dan memberi 
stimulus kepada mahasiswa agar 
mahasiswa tidak ragu dalam 
menyampaikan pendapatnya.  

Dosen dalam memberikan 
pendidikan politik melalui literai 
digital memiliki beberapa kendala 
yaitu dalam proses pembelajaran 
masih ada beberapa mahasiswa yang 
memanfaatkan ponselnya untuk 
bermain game dan chatingan dengan 
teman luar kampus, keterbatasan 
waktu dalam proses pembelajaran 
mengingat banyak materi yang harus 
dipelajari dan didiskusikan, 
keterbatan pengetahuan mahasiswa 
terkait teknologi yang digunaka untuk 
penguatan literasi digital, dan kurang 
fokus ketika proses pembelajaran 
dilakukan dengan jarak jauh. 
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